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KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT

PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
BADAN GIZI NASIONAL

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di lingkungan Badan Gizi Nasional, perlu mengangkat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Gizi
Nasional,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia
yang namanya tersebut dalam lajur 2 dan dalam jabatan
sebagaimana tercantum dalam dan 6 daftar lampiran keputusan ini;

bahwa Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat dalam
jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 daftar lampiran
keputusan ini dipandang cakap dan memenubhi syarat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Gizi Nasional tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di lingkungan Badan Gizi Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan

Jabatan Struktural,
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5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi
Nasional (Lembaran Negara Nomor 173 tahun 2024);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Gizi Nasional (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 783);

7. Peraturan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita
Negara Tahun 2024 Nomor 625).

1. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Tahap I Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Gizi Nasional
tanggal 13 November 2024;

2. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Tahap II Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Gizi Nasional
tanggal 29 November 2024;

3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/1111/M.SM.02.03/2024 tanggal 25 November
2024 hal Pertimbangan Persetujuan Penugasan Anggota TNI untuk
Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Badan Gizi Nasional.

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang namanya tersebut
dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan
diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut

dalam lajur 7 daftar lampiran keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan dengan ketentuan apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan

pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;

2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Yth. Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan para Deputi di
lingkungan Badan Gizi Nasional di Jakarta;

4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di

Jakarta;
5. Yth. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2024

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
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